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XTPUTTISA]T MEITTTRI AGATIA REPUBLII( IITDOTTESIA
ItoMoR 1671 T^ArrUn 2016

TEIITAIYG
PEMBERIAIT IZIT PEIDIRIAIT / OPERASIOrIAL

MADRASAII IBTIDATYAIIiSL.IIilIYAH XABUPATEIY JOMBAITG
PROPIIrSI .'AWA ?IMUR

DEI{GA]T RATIMA'T TUIIAIT YAITG MAHA TSA
I

MEITTERI AGAIIA REPT'BLIK trf DOI{ESIA,

: a. ba.hwa dalam raagka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyara_kat melalui orgalisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalarn t ampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagairnana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da,lam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpanjangar lzttr Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH ISLAMTYAH KABUPATEN JOMBANG Frovinsi
Jawa Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahul 20O3 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaiqana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahal
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaraa Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan kmbaral Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O 10 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambatran
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor S l50)
sebagaimala tela.L diubah dengal Peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 201O tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O10 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikal Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7
tentang Standar Sarana dan Prasarala Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyan, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekol,ah Menengah
Atas/ Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana teLah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2Ot3
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayalan
Minimal Pendidikan di Kabup aterrlKota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9O Tahun 2O13 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk ?eknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggaral<an oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Is1am Nomor 5885
Tahun 2O15 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan tzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hitang, dan penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
JOMBANG Nomor : Kd.l5.l2/2/PP.OO/735/2Ot6 Tanggat 14
Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRTAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpaljaagan izin pendirial/operasional madrasah
kepada madrasah sebageim4la tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahlan dari Keputusan ini.

KESバ側



KEDUA

KETICTA

: Pemberian izin operasional sebagaimala dimaksud dalam Diktum
KESA?U dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundalg-undangan;

: Keputusan ini mulai berLaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoario
pada tanggal 25 April 2016

INDONESIA
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1671 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERAS10NAL
MADRASAH   IBTIDAIYA■ I   ISLAMIYAH
KABUPATEN JOMBANG  PROヽ ■NSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPAN」 ANGAN IZIN PENDIRIAN

INDONESIA

Nama Madrasah ISLAMIAH

2 Nomor Statistik Madrasah 111235170197

3 Alamat Madrasah BALAI DESA PLOSOGENUK LOSOGENUK

KECAMATAN PERAK

KABUPATEN」 OMBANG

PROVINSIJAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIYAH
ISLAMIYAH   PLOSOGENUK   PERAK
」OMBANG

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO.94,ANNI NURLAILA,S.H.,M.KN

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-003768 AH 01.07 TAHUN 2015/

28 DESEMBER 2015

之
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